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RZ ;ziicybzozl ?_05_2026 This stuc.z’y examines the legal certaznz.y of completing peatland and mangrove
Revised : 23-05-2026 restoration targets following the expiry of the mandate of the Peatland and
Accepted : 25-05-2026 Mangrove  Restoration  Agency  (Badan  Restorasi  Gambut  dan
Pulished :27-05-2026 Mangrove/BRGM) on December 31, 2024. BRGM was a non-structural agency

established under Presidential Regulation Number 120 of 2020 with a mandate
to rehabilitate 1,200,000 hectares of peatlands and 600,000 hectares of
mangroves. The research questions are: (1) what is the legal standing and
institutional implications of the expiration of BRGM's mandate on the
completion of restoration targets, and (2) how does the state guarantee legal
certainty in completing peatland and mangrove restoration targets after
BRGM's mandate ends. This study employs a normative juridical method with
statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings reveal that the
expiration of BRGM's mandate raises legal certainty issues because Article 34
of Presidential Regulation 120/2020 only provides a general transfer of
authority without a detailed coordination mechanism. The transfer of
restoration functions to the Ministry of Forestry, Ministry of Environment, and
Ministry of Maritime Affairs and Fisheries risks causing fragmentation of
authority and inconsistency in restoration implementation. The state's legal
certainty is not yet fully optimal due to weak institutional coordination design,
normative gaps in transition mechanisms, and insufficient guarantees of
funding continuity. Strengthening regulation with a national coordination
mechanism, a designated coordinating institution, and an integrated
monitoring system is necessary.

Keywords : Legal Certainty; Peatland Restoration; Mangrove

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca
berakhirnya masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 31 Desember 2024. BRGM
merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 dengan
mandat merehabilitasi 1.200.000 hektar lahan gambut dan 600.000 hektar mangrove. Rumusan masalah
penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan hukum dan implikasi kelembagaan setelah berakhirnya masa
tugas BRGM terhadap penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove; dan (2) bagaimana kepastian
hukum negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa
tugas BRGM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berakhirnya masa tugas BRGM
menimbulkan persoalan kepastian hukum karena Pasal 34 Perpres 120/2020 hanya mengatur pengalihan
kewenangan secara umum tanpa mekanisme koordinasi yang rinci. Pengalihan fungsi restorasi kepada
Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
berpotensi menimbulkan fragmentasi kewenangan dan inkonsistensi pelaksanaan restorasi. Kepastian hukum
negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi belum sepenuhnya optimal karena lemahnya desain
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koordinasi kelembagaan, kekosongan normatif mekanisme transisi, dan minimnya jaminan keberlanjutan
pendanaan. Diperlukan penguatan regulasi yang memuat mekanisme koordinasi nasional, penetapan
lembaga koordinator, serta sistem pengawasan terpadu.

Kata Kunci : Kepastian Hukum; Restorasi Gambut; Mangrove

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan
umum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan
hidup demi kepentingan rakyatnya. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
secara eksplisit menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengamanatkan
pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ekosistem gambut dan
mangrove di Indonesia memiliki fungsi ekologis yang sangat vital; gambut berperan sebagai
penyimpan karbon terbesar di dunia, sedangkan mangrove berfungsi sebagai pelindung pesisir dari
erosi dan badai sekaligus habitat penting bagi keanekaragaman hayati (Wosten et al., 2016, hlm.
12-15).

Sebagai respons atas krisis ekosistem tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Badan
Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016.
Selanjutnya, BRG mengalami perubahan mandat menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
(BRGM) melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. BRGM diberikan mandat strategis
untuk merehabilitasi 1.200.000 hektar lahan gambut dan 600.000 hektar mangrove di wilayah
prioritas hingga Desember 2024. Selama masa pelaksanaan, BRGM melaporkan capaian signifikan
dengan restorasi lahan gambut sekitar 1.600.000 hektar serta rehabilitasi 84.396 hektar mangrove,
dan mengembangkan pendekatan restorasi berbasis masyarakat yang melibatkan lebih dari 140.000
warga secara partisipatif (BRGM, 2025, hlm. 20-22).

Namun, Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tidak mengatur secara tegas mekanisme
transisi kelembagaan, pengalihan kewenangan, maupun keberlanjutan program restorasi setelah
berakhirnya mandat pada 31 Desember 2024. Pasca berakhirnya masa tugas BRGM, pemerintah
melakukan pengalihan tugas dan fungsi restorasi kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan
Perikanan sesuai Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Dalam praktik terjadi
fragmentasi kewenangan berdasarkan /ocus kegiatan—kawasan hutan, luar kawasan hutan, dan
wilayah pesisir—yang menimbulkan tantangan koordinasi, penyesuaian target kinerja, serta
pengalihan anggaran dan aset antarkementerian (Rahman, 2025, hlm. §-12).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penyelesaian target restorasi
gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM, dengan menggunakan teori kepastian
hukum Gustav Radbruch dan teori kelembagaan negara Jimly Asshiddigie sebagai pisau analisis
utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian
hukum tata negara serta menjadi rujukan normatif bagi pembentuk kebijakan dalam merancang
pengaturan hukum yang menjamin kepastian dan keberlanjutan fungsi restorasi gambut dan
mangrove di masa mendatang. Sebagaimana ditegaskan oleh Siti Sundari Rangkuti (2005, hlm. 29),
tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup harus diwujudkan melalui kebijakan
publik yang berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.
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RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan pokok yang menjadi
fokus kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan implikasi kelembagaan setelah berakhirnya masa tugas
BRGM terhadap penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove?

2. Bagaimana kepastian hukum negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi gambut dan
mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum
yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai objek kajian utama. Metode
ini sering disebut penelitian hukum kepustakaan karena sumber data utamanya diperoleh melalui
studi pustaka (Waluyo, 2002, hlm. 2). Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengidentifikasi
asas hukum, konsep, serta prinsip yang berlaku dalam suatu sistem hukum, dan kemudian
menafsirkan serta mengkaji penerapannya dalam praktik (Soekanto & Mamudji, 2003, hlm. 13).

Pendekatan yang digunakan mencakup tiga aspek. Pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dilakukan dengan menelaah Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, UUD NRI
Tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk
mengkaji konsep hukum tata negara dan tanggung jawab negara, termasuk teori kepastian hukum
dan teori kelembagaan negara (Hadjon, 2008, hlm. 10-11). Pendekatan analitis (analytical
approach) digunakan untuk menganalisis bahan hukum secara tekstual dan kontekstual guna
menggali makna norma hukum dalam praktik pemerintahan (Ibrahim, 2007, hlm. 300).

Sumber bahan hukum terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan
perundang-undangan yang bersifat otoritatif dan mengikat (Arikunto, 2010, him. 56). Bahan hukum
sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan
(Marzuki, 2006, hlm. 141). Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia sebagai
pelengkap (Soekanto, 1989, him. 53). Teknik analisis menggunakan penafsiran gramatikal dan
penafsiran sistematis sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto dan Mamudji (2006, him. 13),
dilengkapi dengan argumentasi hukum berbasis asas dan penalaran sistemik untuk mengisi
kekosongan norma transisi tanpa menciptakan norma baru di luar sistem perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Implikasi Kelembagaan Setelah Berakhirnya Masa Tugas BRGM
terhadap Penyelesaian Target Restorasi Gambut dan Mangrove

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merupakan lembaga nonstruktural yang
dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Secara normatif,
pembentukan BRGM menunjukkan bahwa negara memandang kerusakan gambut dan mangrove
sebagai persoalan strategis nasional yang membutuhkan penanganan khusus dan terintegrasi.
Menurut Guntur et al. (2023, hlm. 60), keberadaan BRGM menjadi instrumen negara dalam
memperkuat kebijakan lingkungan hidup yang berorientasi pada pemulihan ekosistem dan
pengurangan risiko bencana ekologis.
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Kedudukan BRGM sebagai lembaga nonstruktural menunjukkan bahwa lembaga ini
dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu yang bersifat strategis dan lintas sektor. Asshiddiqie
(2006, hlm. 21) menjelaskan bahwa lembaga nonstruktural atau state auxiliary organs lahir sebagai
konsekuensi berkembangnya kebutuhan negara modern terhadap lembaga yang lebih fleksibel dan
adaptif dalam menjalankan fungsi tertentu. Dalam perspektif hukum tata negara, BRGM
memperoleh legitimasi kewenangannya melalui delegasi kewenangan Presiden berdasarkan prinsip
atribusi administratif dalam sistem pemerintahan presidensial. Tsabitah (2023, hlm. 18) menyatakan
bahwa kedudukan BRGM sebagai lembaga nonstruktural menunjukkan bahwa lembaga tersebut
merupakan instrumen administratif Presiden yang dibentuk untuk menjalankan fungsi percepatan
kebijakan strategis nasional.

Keberadaan BRGM juga berkaitan erat dengan kewajiban konstitusional negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap
warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Restorasi gambut dan
rehabilitasi mangrove merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin
hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Siti Sundari Rangkuti (2005, hlm.
36) menegaskan bahwa tanggung jawab negara di bidang lingkungan hidup bersifat melekat karena
lingkungan hidup merupakan bagian dari kepentingan umum yang harus dilindungi secara
berkelanjutan.

Secara normatif, Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 mengatur bahwa
pelaksanaan fungsi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove setelah berakhirnya masa tugas
BRGM dilanjutkan oleh kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya
masing-masing. Norma tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai
mekanisme pengalihan kewenangan, pola koordinasi antarlembaga, pembagian tanggung jawab,
maupun pengelolaan target restorasi nasional. Hadjon (2008, hlm. 130) menyatakan bahwa setiap
kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tindakan pemerintahan
dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis. Dalam perspektif teori kepastian
hukum, Radbruch (1950, hlm. 108) menegaskan bahwa hukum yang tidak memberikan kepastian
akan mengurangi efektivitas pelaksanaan kewenangan negara.

Secara faktual, pasca berakhirnya masa tugas BRGM pada 31 Desember 2024, fungsi
restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove didistribusikan kepada beberapa kementerian sesuai
dengan locus kewenangan masing-masing. Restorasi pada kawasan hutan berada dalam lingkup
kewenangan Kementerian Kehutanan, sedangkan wilayah di luar kawasan hutan berada di bawah
koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Adapun
rehabilitasi wilayah pesisir dan ekosistem mangrove menjadi bagian dari kewenangan Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan,
inkonsistensi target restorasi, serta lemahnya sinkronisasi pengawasan lintas sektor. Lukuaka et al.
(2024, him. 84) menunjukkan bahwa keberhasilan restorasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas
koordinasi lintas sektor dan keterlibatan kelembagaan yang terintegrasi.

Dalam perspektif teori kelembagaan negara, Asshiddigie (2006, hlm. 24) menegaskan
bahwa perubahan atau penghapusan lembaga negara harus diikuti dengan mekanisme transisi
kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan kekosongan kewenangan (vacuum of authority)
maupun disharmoni administrasi pemerintahan. Desain kelembagaan pasca BRGM menunjukkan
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adanya kecenderungan re-birokratisasi fungsi restorasi ke dalam kementerian sektoral. Model
tersebut memberikan legitimasi administratif yang lebih permanen, namun kelemahannya terletak
pada potensi fragmentasi kebijakan karena setiap kementerian memiliki orientasi, prioritas
program, dan budaya birokrasi yang berbeda. Tsabitah (2023, hlm. 19) menjelaskan bahwa
keberadaan BRGM justru dibentuk untuk mengatasi persoalan fragmentasi kebijakan restorasi
melalui fungsi koordinasi lintas kementerian secara terpusat.

Selain persoalan koordinasi, transisi kelembagaan pasca BRGM juga menimbulkan
tantangan terkait keberlanjutan pendanaan, pengelolaan aset, dan sumber daya manusia restorasi.
Hadjon (2008, hlm. 132) menegaskan bahwa asas akuntabilitas administrasi menghendaki adanya
kejelasan tanggung jawab dalam setiap tindakan dan kebijakan pemerintahan. Pengaturan transisi
pasca BRGM seharusnya tidak hanya berfokus pada pengalihan kewenangan formal, tetapi juga
mencakup pengelolaan aset, data, dan sumber daya kelembagaan. Persoalan kelembagaan pasca
BRGM juga berkaitan dengan prinsip good environmental governance yang menekankan
pentingnya koordinasi yang efektif, akuntabilitas kelembagaan, transparansi kebijakan, serta
partisipasi masyarakat (Siti Sundari Rangkuti, 2005, hlm. 37).

Dengan demikian, kedudukan hukum BRGM sebagai lembaga nonstruktural
menempatkannya sebagai instrumen pelaksana fungsi negara di bidang restorasi lingkungan hidup.
Berakhirnya masa tugas BRGM secara normatif tidak menghapuskan kewajiban negara untuk
menyelesaikan target restorasi gambut dan mangrove. Jan Michiel Otto (2009, hlm. 5) menjelaskan
bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh
kemampuan institusi negara dalam melaksanakan norma tersebut secara konsisten dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat desain hukum dan kelembagaan pasca
BRGM melalui regulasi yang lebih rinci mengenai koordinasi nasional restorasi, sistem
pengawasan terpadu, integrasi data, serta mekanisme pertanggungjawaban lintas sektor.

Kepastian Hukum Negara dalam Menjamin Penyelesaian Target Restorasi Gambut dan
Mangrove Pasca Berakhirnya Masa Tugas BRGM

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang
berfungsi menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan aturan yang jelas,
konsisten, dan dapat diprediksi. Radbruch (1950, hlm. 107) menegaskan bahwa salah satu tujuan
utama hukum adalah menciptakan kepastian agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas hak,
kewajiban, dan mekanisme pertanggungjawaban negara. Restorasi gambut dan mangrove
merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan
hidup, pengendalian perubahan iklim, serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat.

Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan
menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat
(1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban tersebut diperkuat melalui Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
menempatkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas kehati-hatian sebagai
prinsip utama pengelolaan lingkungan hidup. Takdir Rahmadi (2015, hlm. 41) menyatakan bahwa
asas keberlanjutan dalam hukum lingkungan menempatkan negara sebagai aktor utama yang
bertanggung jawab menjaga kesinambungan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Dalam
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konteks restorasi gambut dan mangrove, asas tersebut mewajibkan negara untuk memastikan bahwa
program restorasi tetap berjalan secara berkesinambungan meskipun BRGM telah berakhir masa
tugasnya.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan pasca
berakhirnya masa tugas BRGM belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum substantif.
Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 memang telah mengatur pengalihan fungsi restorasi
kepada kementerian terkait, namun ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan yang rinci
mengenai mekanisme koordinasi nasional, bentuk kelembagaan pengendali, indikator
pertanggungjawaban, serta sistem pengawasan yang akan memastikan target restorasi tetap berjalan
secara terintegrasi. Dalam teori hukum Indonesia, Utrecht (1962, hlm. 22) membedakan antara
certainty in law (kejelasan norma hukum itu sendiri) dan certainty through law (kemampuan hukum
memberikan perlindungan nyata melalui implementasi yang efektif). Peraturan Presiden Nomor 120
Tahun 2020 belum sepenuhnya memenuhi kedua dimensi kepastian hukum tersebut.

Ketidakjelasan pengaturan pasca BRGM berpotensi menimbulkan persoalan fragmentasi
kewenangan antarkementerian. Hadjon (2008, hlm. 132) menyatakan bahwa setiap kewenangan
pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan kepastian hukum agar tidak
menimbulkan konflik kewenangan antarorgan pemerintahan. Tidak adanya pengaturan rinci
mengenai institusi koordinator utama restorasi nasional dapat menghambat sinkronisasi target,
pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan restorasi gambut dan mangrove. Siti Sundari Rangkuti
(2005, hlm. 37) menegaskan bahwa prinsip good environmental governance mensyaratkan adanya
sistem kelembagaan yang terintegrasi dan mampu menjamin pelaksanaan kebijakan lingkungan
hidup secara efektif dan akuntabel.

Dalam perspektif teori internal morality of law yang dikemukakan Fuller (1964, hlm. 39),
suatu sistem hukum harus memenuhi prinsip konsistensi, kejelasan, dan keterlaksanaan agar dapat
berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Negara memang telah menyediakan dasar hukum
pengalihan fungsi restorasi kepada kementerian terkait setelah BRGM berakhir. Akan tetapi,
pengaturan tersebut belum secara memadai mengatur bagaimana mekanisme integrasi kebijakan,
pengendalian target nasional, serta sistem evaluasi lintas sektor dilaksanakan secara terkoordinasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum pasca BRGM belum sepenuhnya memenuhi prinsip
keterlaksanaan sebagaimana dimaksud dalam teori Fuller.

Persoalan kepastian hukum juga dapat dianalisis dari perspektif asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB). Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan
pemerintahan didasarkan pada norma yang jelas, tidak multitafsir, dan memberikan perlindungan
terhadap hak masyarakat. Ridwan HR (2014, hlm. 274) menyatakan bahwa asas kepastian hukum
dalam AUPB mengharuskan pemerintah bertindak berdasarkan aturan yang jelas agar masyarakat
memperoleh perlindungan hukum dan administrasi yang memadai. Asas kecermatan menghendaki
agar pemerintah mempertimbangkan secara matang seluruh konsekuensi hukum, administratif, dan
teknis sebelum menetapkan suatu kebijakan. Hadjon (2008, hlm. 274) menyatakan bahwa asas
kecermatan dalam administrasi negara menuntut pemerintah bertindak hati-hati dan
memperhitungkan dampak kebijakan secara menyeluruh sebelum keputusan administratif
ditetapkan.
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Dalam konteks keterlibatan internasional, Indonesia telah terikat pada komitmen Paris
Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs). Capaian restorasi BRGM menjadi bagian
penting dari kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi sektor lahan yang dilaporkan kepada
UNFCCC. Bodansky (2010, hlm. 214) menegaskan bahwa efektivitas implementasi hukum
lingkungan internasional sangat bergantung pada kemampuan negara menerjemahkan komitmen
global ke dalam kebijakan dan kelembagaan nasional yang konsisten. Ketika transisi kelembagaan
pasca BRGM mengakibatkan terganggunya program restorasi, Indonesia berpotensi mengalami
kesulitan dalam memenuhi target NDC yang telah ditetapkan, yang tidak hanya berdampak pada
reputasi internasional tetapi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan dukungan pendanaan
internasional melalui mekanisme REDD+ (Alamsyah, 2024, hlm. 78—82).

Dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa kepastian hukum negara dalam menjamin
penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM belum
sepenuhnya terwujud secara optimal. Terdapat kesenjangan antara /law in books dan law in action
sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo (2006, hlm. 79) yang menegaskan bahwa hukum yang
baik adalah hukum yang mampu bekerja secara nyata dalam masyarakat dan tidak berhenti pada
tataran normatif semata. Penguatan kepastian hukum pasca BRGM memerlukan pengaturan yang
memuat: (1) penetapan lembaga koordinator nasional restorasi yang memiliki kewenangan
integratif lintas sektor; (2) mekanisme sinkronisasi target restorasi nasional antarkementerian; (3)
sistem pengawasan dan evaluasi terpadu; (4) jaminan kepastian penganggaran jangka panjang; dan
(5) mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap capaian restorasi yang jelas dan terukur. Jimly
Asshiddiqie (2006, hlm. 24) menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi negara tidak boleh
mengganggu keberlanjutan fungsi strategis negara karena tujuan utama pembentukan lembaga
negara adalah menjamin pelayanan publik dan pencapaian tujuan nasional secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan pokok. Pertama,
berakhirnya masa tugas BRGM pada 31 Desember 2024 menimbulkan implikasi kelembagaan yang
signifikan terhadap penyelesaian target restorasi gambut dan mangrove. Secara normatif, Pasal 34
Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 telah mengatur pengalihan fungsi restorasi kepada
kementerian terkait, namun pengaturan tersebut bersifat umum dan tidak memuat mekanisme
koordinasi yang rinci, distribusi kewenangan yang jelas, maupun sistem pengawasan nasional yang
memadai. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya fragmentasi kewenangan antara Kementerian
Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan program restorasi dan kekosongan
koordinasi lintas sektor (Kurniawan, 2024, hlm. 55-58).

Kedua, kepastian hukum negara dalam menjamin penyelesaian target restorasi gambut dan
mangrove pasca berakhirnya masa tugas BRGM belum sepenuhnya optimal. Ditinjau dari teori
kepastian hukum Radbruch (1950, him. 107-108) dan teori internal morality of law Fuller (1964,
hlm. 39), pengaturan transisi kelembagaan yang ada belum memenuhi unsur kejelasan, konsistensi,
dan prediktabilitas yang disyaratkan. Berakhirnya masa tugas BRGM tidak menghapuskan
kewajiban konstitusional negara berdasarkan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945 untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara.
Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan mengharuskan negara tetap memastikan
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bahwa kebijakan perlindungan lingkungan hidup berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Takdir
Rahmadi, 2015, him. 53).

Saran

Pertama, pemerintah perlu segera membentuk regulasi baru atau memperkuat regulasi yang
ada mengenai koordinasi nasional restorasi gambut dan mangrove, yang memuat secara rinci
mekanisme koordinasi antarkementerian, penetapan lembaga koordinator utama, sistem
pengawasan dan evaluasi terpadu, serta mekanisme pertanggungjawaban capaian target secara
nasional.

Kedua, perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan koordinasi yang lebih kuat kepada
kementerian koordinator, atau pembentukan forum koordinasi nasional restorasi yang memiliki
dasar hukum yang jelas, untuk menggantikan fungsi integratif BRGM. Kurniawan (2024, hlm. 58)
merekomendasikan agar Indonesia mengintegrasikan fungsi restorasi ke dalam lembaga permanen
yang memiliki dasar hukum kuat melalui undang-undang agar kepastian hukum dan keberlanjutan
kebijakan dapat terjamin.

Ketiga, perlu ada jaminan kepastian anggaran jangka panjang bagi program restorasi gambut
dan mangrove, termasuk mekanisme pengalihan kerja sama pendanaan internasional kepada
kementerian penerima, mengingat BRGM sebelumnya memperoleh dukungan dari berbagai donor
internasional termasuk pemerintah Norwegia melalui mekanisme NICFI (BRGM, 2025, hlm. 34—
36).
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